
BUPATI MAROS 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 
NOMOR : � 1A\-\UN' �i--3 

TENTANG 

TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menimbang: a. bahwa kinerja Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa 
pemerintah memiliki nilai strategis dalam menciptakan 
tata kelola pengadaan yang kredibel karena 
menyangkut upaya membina hubungan rasional dalam 
rangka menjamin kebutuhan Perangkat Daerah dalam 
mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 huruf c 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi menyatakan bahwa Pemerintah Pusat 
dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang salah satunya 
meliputi tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa 
dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat ( 1 )  
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan 
bahwa bupati/walikota melakukan pengawasan 
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang salah satunya 
adalah tertib kinerja penyedia jasa konstruksi terhadap 
pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan 
belanja daerah kabupaten/kota; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 1  ayat ( 1) huruf 
m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
menyatakan bahwa salah satu tugas dari Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) adalah menilai kinerja 
Penyedia; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d 
tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 

BUPATI MAROS 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 
NOMOR : � 'fA\-\UcJ )-(ii---3 

TENTANG 

TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menimbang: a. bahwa kinerja Penyedia dalam pengadaan barang/ jasa 
pemerintah memiliki nilai strategis dalam menciptakan 
tata kelola pengadaan yang kredibel karena 
menyangkut upaya membina hubungan rasional dalam 
rangka menjamin kebutuhan Perangkat Daerah dalam 
mencapai dan mewujudkan tujuan organisasi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 huruf c 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi menyatakan bahwa Pemerintah Pusat 
dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan 
kewenangannya melakukan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang salah satunya 
meliputi tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia jasa 
dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan 
bahwa bupati/walikota melakukan pengawasan 
penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang salah satunya 
adalah tertib kinerja penyedia jasa konstruksi terhadap 
pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan 
belanja daerah kabupaten/kota; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) huruf 
m Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
menyatakan bahwa salah satu tugas dari Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK) adalah menilai kinerja 
Penyedia; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d 
tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 



Mengingat: 

Bupati tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia 
Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Maros. 

1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Peruahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 201 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ) ;  

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 ) ;  

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Mengingat: 

Bupati tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia 
Pengadaan Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Maros. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Peruahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6401 ) ;  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentangJasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil · (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 ten tang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil · (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 
12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 



Menetapkan: 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem 
Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan 
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
486); 

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 593); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Maros Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN 
KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG / JASA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1 .  Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 . Bupati adalah Bupati Maros. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pimpinan dari organisasi perangkat 
daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros yang ditetapkan oleh kepala 
daerah. 

Menetapkan: 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem 
Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); 

17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan 
Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 
486); 

18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 
Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 593); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Maros Nomor 7). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN 
KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG / JASA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Pimpinan Perangkat Daerah adalah pimpinan dari organisasi perangkat 
daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros yang ditetapkan oleh kepala 
daerah. 



7. Pejabat Penandatangan Kontrak yang selanjutnya disingkat FjPK adalah 
pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengadakan 
perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja 
yang ditetapkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat merupakan 
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK). 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja daerah. 

1 1 .  Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

12 .  Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ 
adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang 
menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/ jasa. 

13.  Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan 
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ 
untuk mengelola pemilihan penyedia. 

14. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat 
administrasi/ pejabat fungsional/ person el yang bertugas melaksanakan 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 

15.  Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah 
pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak. 

16 .  Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah aparat pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, 
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Inspektorat 
Daerah Kabupaten Maros. 

17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah 
untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas 
tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan 
barang/jasa. 

18. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perseorangan dalam rangka memberi 
masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian 
atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

19. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu 
untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada 
PA/KPA/PPK/PPTK/Pokja Pemilihan. 

20. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau 
Pekerjaan Konstruksi. 

2 1 .  Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 
dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

7. Pejabat Penandatangan · Kontrak yang selanjutnya disingkat PjPK adalah 
pejabat yang mewakili Pemerintah Kabupaten Maros untuk mengadakan 
perikatan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja 
yang ditetapkan. Pejabat Penandatangan Kontrak dapat merupakan 
Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), atau Pejabat 
Pembuat Komitmen (PPK). 

8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas 
dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah. 

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja daerah. 

11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang 
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ 
adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Maros yang 
menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/ jasa. 

13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan 
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ 
untuk mengelola pemilihan penyedia. 

14. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat 
administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan 
Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 

15. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah 
pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak. 

16. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah aparat pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, 
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam hal ini Inspektorat 
Daerah Kabupaten Maros. 

17. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk dari unsur pemerintah daerah 
untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas 
tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan pengadaan 
barang/ jasa. 

18. Tim/Tenaga Ahli adalah tim atau perseorangan dalam rangka memberi 
masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian 
atau seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 

19. Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk dalam rangka membantu 
untuk urusan yang bersifat administrasi/keuangan kepada 
PA/KPA/PPK/PPTK/Polrja Pemilihan. 

20. Jasa Konstruksi adalah layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau 
Pekerjaan Konstruksi. 

21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. 

22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan a tau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 
dan pembangunan kembali suatu bangunan. 



23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanar, profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir. 

24. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa orang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalarn suatu 
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 

25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau 
pelaksana Swakelola. 

26. Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi adalah kinerja badan usaha dan/ atau 
kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

( 1 )  Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
pedoman tata laksana penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa 
di lingkungan pemerintah daerah agar diperoleh basil yang optimal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan penilaian kinerja 

penyedia pengadaan barang/ jasa; 
b. sebagai instrumen dalam melindungi aparatur dari kemungkinan 

tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; 
c. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam melakukan 

penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa; 
d. memberikan informasi mengenai kualitas kompetensi yang harus 

dikuasai dalam pelaksanaan penilaian kinerja penyedia pengadaan 
barang/jasa; dan 

e. meningkatkan efisiensi, efektifitas, kemandirian, akuntabilitas, dan 
menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat. 

BAB III 

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 3 

Penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: 
a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam 

rangka menjamin kualitas barang/jasa basil pekerjaan Penyedia; 
b. memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan 

kontrak; 
c. melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan; 
d. menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya berdasarkan pada basil kinerja sesuai Kontrak; dan 
e. memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh 

Penyedia. 
Pasal 4 

( 1) Kinerja penyedia jasa konstruksi meliputi: 
a. kinerja tahunan; dan 
b. kinerja sesaat. 

23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanar, profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir. 

24. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa orang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalarn suatu 
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
rnenyelesaikan suatu pekerjaan. 

25. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau 
pelaksana Swakelola. 

26. Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi adalah kinerja badan usaha dan/ atau 
kinerja pelaksanaan proyek yang sedang berlangsung. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
pedoman tata laksana penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/ jasa 
di lingkungan pemerintah daerah agar diperoleh basil yang optimal sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan penilaian kinerja 

penyedia pengadaan barang/ jasa; 
b. sebagai instrumen dalam melindungi aparatur dari kemungkinan 

tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan; 
c. menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dalam melakukan 

penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa; 
d. memberikan infonnasi mengenai kualitas kompetensi yang harus 

dikuasai dalam pelaksanaan penilaian kinerja penyedia pengadaan 
barang/ jasa; dan 

e. meningkatkan efisiensi, efektifitas, kemandirian, akuntabilitas, dan 
menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat. 

BAB III 
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 3 

Penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: 
a. mewujudkan tertib penyelenggaraan pengadaan barang/jasa dalam 

rangka menjamin kualitas barang/jasa basil pekerjaan Penyedia; 
b. memperoleh profil Penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan 

kontrak; 
c. melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan; 
d. menghasilkan umpan balik bagi Penyedia untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya berdasarkan pada basil kinerja sesuai Kontrak; dan 
e. memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh 

Penyedia. 
Pasal 4 

( 1) Kinerja penyedia jasa konstruksi meliputi: 
a. kinerja tahunan; dan 
b. kinerja sesaat. 
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(2) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf a, 
merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang 
sudah melalui proses serah terima pertama basil pekerjaan dan serah 
terima akhir basil pekerjaan. 

(3) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud ayat (1)  huruf b, merupakan 
penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi basil pekerjaan pada 
saat pekerjaan berlangsung. 

(4) Khusus untuk kinerja penyedia pengadaan barang/jasa konsultansi non­ 
konstruksi/jasa lainnya merupakan penilaian kinerja berdasarkan serah 
terima basil pekerjaan. 

Pasal 5 

Tata laksana penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 
57 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa 
Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

Ditetapkan di Maros 
pada tanggal t(, � �3 

BUPATI MAROS, 

A.�RSYAM 
Diundangkan di Mares, 
pada tanggal \£ � �?--3 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR &-- 
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(2) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang 
sudah melalui proses serah terima pertama basil pekerjaan dan serah 
terima akhir basil pekerjaan. 

(3) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, merupakan 
penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi basil pekerjaan pada 
saat pekerjaan berlangsung. 

(4) Khusus untuk kinerja penyedia pengadaan barang/jasa konsultansi non­ 
konstruksi/jasa lainnya merupakan penilaian kinerja berdasarkan serah 
terima basil pekerjaan. 

Pasal 5 

Tata laksana penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 
57 Tahun 2021 tentang Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa 
Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Maros. 

Ditetapkan di Maros 
pada tanggal 16 Jlffl.\,\ �3 
BUPATI MAROS, 

A.�RSYAM 

Diundangkan di Maros, 
pada tanggal \£ � �?-3 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR d--- 



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS 
NOMOR d-- 11\HUlV �?-3 
TANGGAL \f, jAtJUA\2\ �:)..3 
TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN 

KINERJA PENYEDIA PENGADAAN 
BARANG / JASA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN 
MAR OS 

TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 

A.PENDAHULUAN 

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)  huruf c Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa 
Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa 
Konstruksi, terdiri atas: 
1 .  asosiasi perusahaan; 
2. asosiasi profesi; 
3. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi; 
4. pengguna jasa; 
5. penyedia jasa; 
6. perguruan tinggi/pakar; 
7. pelaku rantai pasok; 
8. tenaga kerja konstruksi; 
9. pemerhati konstruksi; 
10 .  lembaga sertifikasijasa konstruksi; dan 
1 1 .  pemanfaat produkjasa konstruksi. 

Pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup 
daerah sesuai kewenangannya meliputi: 
1 .  penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; 
2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi caku pan daerah 

kabupaten/kota; 
3. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; 

4. penerbitan izin usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan 
persyaratan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; 
dan 

5. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha jasa 
konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan 
produk jasa konstruksi. 

Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS 
NOMOR � 17\HUI\I �73 
TANGGAL \f, jAtJUA\2\ �:)..3 
TENTANG TATA LAKSANA PENILAIAN 

KINERJA PENYEDIA PENGADAAN 
BARANG / JASA DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN 
MAR OS 

TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS 

A.PENDAHULUAN 

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf c Peraturan 
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, menyatakan bahwa 
Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. Masyarakat Jasa 
Konstruksi, terdiri atas: 
1. asosiasi perusahaan; 
2. asosiasi profesi; 
3. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi; 
4. pengguna jasa; 
5. penyedia jasa; 
6. perguruan tinggi/pakar; 
7. pelaku rantai pasok; 
8. tenaga kerja konstruksi; 
9. pemerhati konstruksi; 
10. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; dan 
11. pemanfaat produkjasa konstruksi. 

Pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah dalam lingkup 
daerah sesuai kewenangannya meliputi: 
1. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; 
2. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah 

kabupaten/kota; 
3. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; 

4. penerbitan izin usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan 
persyaratan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; 
dan 

5. pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib usaha jasa 
konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan 
produk jasa konstruksi. 

Amanah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa 



Konstruksi Pasal 132 ayat (1 )  menyatakan bahwa "Bupati/walikota 
melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 2 1  terhadap pembiayaan yang berasal dari 
anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota". Pasal 121  ·  
menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi 
dilakukan untuk mewujudkan: 
1 .  tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; 
2. tertib usaha jasa konstruksi dan perizinan tata bangunan; 
3. tertib pemanfaatan produkjasa konstruksi; dan/atau 
4. tertib kinerja penyedia jasa konstruksi. 

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa aspek, indikator 
dan bobot penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa terdiri atas: 
1 .  kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 

30°/o; 
2. biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan 

bobot 20%; 
3 . waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan 
4. layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan 

bobot 20%; 

Kriteria dan skor penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa untuk 
aspek kualitas dan kuantitas, aspek biaya, aspek waktu dan aspek layanan 
yakni Cukup = 1, Baik = 2, dan Sangat Baik = 3. Terhadap pengadaan 
pengadaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan 
pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia pengadaan barang/jasa, 
maka kriteria dan skor penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/ jasa 
diberikan nilai Buruk = 0. 

Total nilai akhir penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/ jasa 
merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator 
kinerja dengan bobot penilaian masing-masing aspek, dengan rumus: 

Total Nilai 
Akhir = L (penilaian setiap indikator kinerja x bobot penilaian) 

Penilaian 

Predikat kinerja penyedia jasa konstruksi terhadap total nilai akhir 
penilaian sebagai berikut: 

Total Nilai 
Predikat Kinerja 

Akhir 
0 Buruk 

1 - <2 Cukup 
2 - <3 Baik 

3 Sangat Baik 

Konstruksi Pasal 132 ayat (1) menyatakan bahwa "Bupati/walikota 
melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 121 terhadap pembiayaan yang berasal dari 
anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota". Pasal 121 · 
menyatakan bahwa Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi 
dilakukan untuk mewujudkan: 
1. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; 
2. tertib usahajasa konstruksi dan perizinan tata bangunan; 
3. tertib pemanfaatan produkjasa konstruksi; dan/atau 
4. tertib kinerja penyediajasa konstruksi. 

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menyatakan bahwa aspek, indikator 
dan bobot penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa terdiri atas: 
1. kualitas dan kuantitas dengan indikator kesesuaian diberikan bobot 

30°/o; 
2. biaya dengan indikator kemampuan pengendalian biaya diberikan 

bobot 20%; 
3. waktu dengan indikator ketepatan diberikan bobot 30%; dan 
4. layanan dengan indikator komunikasi dan tingkat respon diberikan 

bobot 20%; 

Kriteria dan skor penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa untuk 
aspek kualitas dan kuantitas, aspek biaya, aspek waktu dan aspek layanan 
yakni Cukup = 1, Baik = 2, dan Sangat Baik = 3. Terhadap pengadaan 
pengadaan barang/jasa yang berakhir atau diakhiri berdasarkan 
pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia pengadaan barang/jasa, 
maka kriteria dan skor penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa 
diberikan nilai Buruk = 0. 

Total nilai akhir penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/ jasa 
merupakan akumulasi hasil perkalian antara penilaian setiap indikator 
kinerja dengan bobot penilaian masing-masing aspek, dengan rumus: 

Total Nilai 
Akhir = I (penilaian setiap indikator kinerja x bobot penilaian) 

Penilaian 

Predikat kinerja penyedia jasa konstruksi terhadap total nilai akhir 
penilaian sebagai berikut: 

Total Nilai Predikat Kinerja Akhir 
0 Buruk 

1 - <2 Cukup 
2 - <3 Baik 

3 Sangat Baik 



B. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA 

PENGADAAN BARANG/ JASA 

Pihak yang terlibat dalam penilaian kinerja penyedia pengadaan 
barang/jasa, yakni; 
1 .  Pengguna Anggaran; 
2. Inspektorat Daerah; 
3. Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusanjasa konstruksi; 
4. Pejabat Penandatangan Kontrak/PjPK; 
5. Pimpinan UKPBJ; 
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
7. Tim Teknis; 
8. Tim Pendukung (apabila diperlukan). 

C. TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN 

BARANG/JASA 

1 .  Ketentuan Umum 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan penilaian kinerja 

penyedia pengadaan barang/ jasa. 
b. Dalam melakukan penilaian kinerja penyedia pengadaan 

barang/jasa, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh 
PPTK, Tim Teknis, dan/ atau Tim Pendukung. 

c. Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan penilaian kinerja 
setelah: 
1) Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan serah terima 

pertama hasil pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dan 
serah terima akhir hasil pekerjaan (Final Hand Over/ FRO) 

kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; 
2) Penyedia barang/jasa konsultansi/jasa lainnya melakukan 

serah terima hasil pekerjaan (BAST) kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak; 

3) Pejabat Penandatangan Kontrak menghentikan kontrak karena 
keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat 
dilanju tkan/ diselesaikan; a tau 

4) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan 
kontrak karena kesalahan penyedia pengadaan barang/jasa. 

d. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja sangat 
baik, diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan 
pengadaan barang/jasa untuk tahun berjalan dan/atau tahun 
berikutnya. 

e. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja baik, 
dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 
untuk tahun berikutnya. 

f. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja cukup, 
dapat dipertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan 
pengadaan barang/jasa untuk tahun berikutnya dengan 
memperhatikan catatan hasil akhir penilaian kinerja penyedia 
pengadaan barang/jasa sesuai dengan kelompok bidang yang telah 
dilaksanakan. 

g. Kelompok bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud angka 1 
huruf g, terdiri atas: 

B. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENILAIAN KINERJA PENYEDIA 
PENGADAAN BARANG/ JASA 

Pihak yang terlibat dalam penilaian kinerja penyedia pengadaan 
barang/ jasa, yakni; 
1. Pengguna Anggaran; 
2. Inspektorat Daerah; 
3. Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi; 
4. Pejabat Penandatangan Kontrak/PjPK; 
5. Pimpinan UKPBJ; 
6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 
7. Tim Teknis; 
8. Tim Pendukung (apabila diperlukan). 

C. TATA LAKSANA PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PENGADAAN 
BARANG/JASA 

1. Ketentuan Umum 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak wajib melakukan penilaian kinerja 

penyedia pengadaan barang/jasa. 
b. Dalam melakukan penilaian kinerja penyedia pengadaan 

barang/jasa, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat dibantu oleh 
PPTK, Tim Teknis, dan/ atau Tim Pendukung. 

c. Pejabat Penandatangan Kontrak melaksanakan penilaian kinerja 
setelah: 
1) Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan serah terima 

pertama hasil pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) dan 
serah terima akhir hasil pekerjaan (Final Hand Over/ FHO) 
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; 

2) Penyedia barang/jasa konsultansi/jasa lainnya melakukan 
serah terima hasil pekerjaan (BAST) kepada Pejabat 
Penandatangan Kontrak; 

3) Pejabat Penandatangan Kontrak menghentikan kontrak karena 
keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat 
dilanju tkan/ diselesaikan; a tau 

4) Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan 
kontrak karena kesalahan penyedia pengadaan barang/jasa. 

d. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja sangat 
baik, diprioritaskan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan 
pengadaan barang/jasa untuk tahun berjalan dan/atau tahun 
beriku tnya. 

e. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja baik, 
dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa 
untuk tahun berikutnya. 

f. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja cukup, 
dapat dipertimbangkan untuk mengikuti kegiatan penyelenggaraan 
pengadaan barang/jasa untuk tahun berikutnya dengan 
memperhatikan catatan hasil akhir penilaian kinerja penyedia 
pengadaan barang/jasa sesuai dengan kelompok bidang yang telah 
dilaksanakan. 

g. Kelompok bidang jasa konstruksi sebagaimana dimaksud angka 1 
huruf g, terdiri atas: 



1) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi keciptakaryaan 
2) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi kebinamargaan 
3) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi sumber daya air 
4) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi mekanikal elektrikal 
5) Kelompok bidang jasa konsultansi konstruksi pengkajian, 

perencanaan dan/ atau perancangan 
6) Kelompok bidangjasa konsultansi konstruksi pengawasan 
7) Kelompok bidang jasa konsultansi konstruksi manajemen 

penyelenggaraan konstruksi 
h. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja buruk, 

tidak dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan 
barang/jasa paling lama 1 (satu) tahun berikutnya. 

i. Dalam hal Penyedia memiliki beberapa paket pekerjaan pada tahun 
berjalan, maka penilaian yang memiliki predikat kinerja terendah 
yang akan digunakan dan diumumkan. 

2. Ketentuan Langkah Kerja Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan 
Barang/ Jasa 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian kinerja 

penyedia pengadaan barang/jasa menggunakan format penilaian 
kinerja penyedia pengadaan barang/jasa. 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan laporan hasil 
penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa kepada 
Pengguna Anggaran untuk dilakukan rekapitulasi dan 
inven tarisasi. 

c. Dalam hal Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat 
Penandatangan Kontrak, maka Pengguna Anggaran melakukan 
rekapitulasi dan inventarisasi. 

d. Pengguna Anggaran melaporkan basil rekapitulasi dan 
inventarisasi kepada Bupati setiap bulan tahun berjalan, dengan 
tembusan kepada: 
1) Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros; 
2) Pimpinan UKPBJ; dan 
3) Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa 

konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. 
e. Inspektorat daerah mengumpulkan basil penilaian kinerja penyedia 

pengadaan barang/ jasa, sebagai salah satu bahan dalam 
melakukan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
perangkat daerah khususnya penyelenggaraan pengadaan 
barang/ jasa - . 

f. UKPBJ mengumpulkan basil penilaian kinerja penyedia pengadaan 
barang/jasa, sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan 
strategi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. 

g. Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi 
mengumpulkan basil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi 
untuk diumumkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi 
(SIPJAKI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dan/ atau Sistem Informasi 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (SIAPJAKI) Kabupaten Maros 
serta sebagai salah satu bahan penyeleggaraan pembinaan jasa 
konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. 

1) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi keciptakaryaan 
2) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi kebinamargaan 
3) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi sumber daya air 
4) Kelompok bidang pekerjaan konstruksi mekanikal elektrikal 
5) Kelompok bidang jasa konsultansi konstruksi pengkajian, 

perencanaan dan/ atau perancangan 
6) Kelompok bidangjasa konsultansi konstruksi pengawasan 
7) Kelompok bidang jasa konsultansi konstruksi manajemen 

penyelenggaraan konstruksi 
h. Penyedia pengadaan barang/jasa dengan predikat kinerja buruk, 

tidak dapat mengikuti kegiatan penyelenggaraan pengadaan 
barang/jasa paling lama 1 (satu) tahun berikutnya. 

i. Dalam hal Penyedia memiliki beberapa paket pekerjaan pada tahun 
berjalan, maka penilaian yang memiliki predikat kinerja terendah 
yang akan digunakan dan diumumkan. 

2. Ketentuan Langkah Kerja Penilaian Kinerja Penyedia Pengadaan 
Barang/ Jasa 
a. Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian kinerja 

penyedia pengadaan barang/ jasa menggunakan format penilaian 
kinerja penyedia pengadaan barang/jasa. 

b. Pejabat Penandatangan Kontrak menyerahkan laporan hasil 
penilaian kinerja penyedia pengadaan barang/jasa kepada 
Pengguna Anggaran untuk dilakukan rekapitulasi dan 
inventarisasi. 

c. Dalam hal Pengguna Anggaran bertindak selaku Pejabat 
Penandatangan Kontrak, maka Pengguna Anggaran melakukan 
rekapitulasi dan inventarisasi. 

d. Pengguna Anggaran melaporkan hasil rekapitulasi dan 
inventarisasi kepada Bupati setiap bulan tahun berjalan, dengan 
tembusan kepada: 
1) Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros; 
2) Pimpinan UKPBJ; dan 
3) Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa 

konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. 
e. Inspektorat daerah mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia 

pengadaan barang/jasa, sebagai salah satu bahan dalam 
melakukan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi 
perangkat daerah khususnya penyelenggaraan pengadaan 
barang/ jasa - . 

f. UKPBJ mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan 
barang/jasa, sebagai salah satu bahan penyusunan kebijakan 
strategi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa. 

g. Perangkat Daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi 
mengumpulkan hasil penilaian kinerja penyedia jasa konstruksi 
untuk diumumkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi 
(SIPJAKI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dan/ atau Sistem Informasi 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (SIAPJAKI) Kabupaten Maros 
serta sebagai salah satu bahan penyeleggaraan pembinaan jasa 
konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. 



h. Pengguna Anggaran pada seluruh perangkat daerah wajib 
memperhatikan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan 
barang/jasa sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan 
mitigasi risiko penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa. 

i. Penyedia pengadaan barang/jasa dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis disertai dengan kelengkapan bukti keberatan 
kepada Bupati. 

J.  Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah dan/atau perangkat 
daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi untuk 
melakukan pemeriksaan dan pengkajian atas keberatan penyedia 
pengadaan barang/jasa. 

k. Dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian, Inspektorat 
Daerah dan/atau perangkat daerah yang membidangi sub-urusan 
jasa konstruksi dapat memanggil pihak yang terkait serta 
klarifikasi lapangan. 

1. Laporan hasil pemeriksaan dan pengkajian diserahkan kepada 
Bupati paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya keberatan 
dari penyedia pengadaan barang/jasa. 

m. Dalam hal keberatan dari Penyedia diterima, Bupati dapat 
memerintahkan perubahan pengumuman hasil penilaian penyedia 
pengadaan barang/ jasa. 

h. Pengguna Anggaran pada seluruh perangkat daerah wajib 
memperhatikan hasil penilaian kinerja penyedia pengadaan 
barang/jasa sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan 
mitigasi risiko penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa. 

i. Penyedia pengadaan barang/jasa dapat mengajukan keberatan 
secara tertulis disertai dengan kelengkapan bukti keberatan 
kepada Bupati. 

J. Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah dan/atau perangkat 
daerah yang membidangi sub-urusan jasa konstruksi untuk 
melakukan pemeriksaan dan pengkajian atas keberatan penyedia 
pengadaan barang/jasa. 

k. Dalam melakukan pemeriksaan dan pengkajian, Inspektorat 
Daerah dan/atau perangkat daerah yang membidangi sub-urusan 
jasa konstruksi dapat memanggil pihak yang terkait serta 
klarifikasi lapangan. 

1. Laporan hasil pemeriksaan dan pengkajian diserahkan kepada 
Bupati paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya keberatan 
dari penyedia pengadaan barang/jasa. 

m. Dalam hal keberatan dari Penyedia diterima, Bupati dapat 
memerintahkan perubahan pengumuman hasil penilaian penyedia 
pengadaan barang/ jasa. 
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Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Konstruksi 

KOPPERANGKATDAERAH 
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI 

Unit Kerja 

Nama Perusahaan 
Alamat 
Perusahaan 
Paket Pekerjaan 

Lokasi 
Pekerjaan 
Nilai Kontrak 
Nomor 
Kontrak 
Masa 
Pelaksanaan 
Kontrak 

Aspek 
Kin a 

1 

Kuantitas 
dan 
Kualitas 

Bobot 

2 

30% 

Uraian Indikator Kinerja 

3 

> 50%·hasil pekerjaanmemerlukan . · 
perbaikah/penggantian agar sesuai 
den an.ketentuan-dalam kontrak 
Ketersediaan material dan tenaga 
kerja yang ticlak'�su�· dengan · . 
rencana mutu pekerjaan konstruksi 
(RMPK)' yang met,iipenganihitafget . 
kuantitas dan kualiti:(s volume ·.' ' ' •. 
eke ·afui ;· ·,/: · :r ·  :. · · . · ··· .: · 

s 50% hasilpekerjaan memerlukan 
perbaikan/ penggantian agar sesuai 
den an ketentuan dalamkontrak. 
Ketersediaan material dan tenaga 
kerja yang tidak sesuai dengan · 
rencana mutu pekerjaan konstruksi 
(RMPK). tetapi · tidak mempengaruhi 
target kuantitas dan kualitas volume 

eke ·aan 
Melaksanakan sebagian dari uji. 
fungsi/u]! laboratorium/uji teknis dari 
yang tertera pada kontrak dengan · 
hasil sesuai.den an s stfikasi teknis 

Men�n�� t�!i��i:�erj�, material, 
dan/atau pe:riii.lalaritidak:�Sti,ai. . 
dengan ren�a)jn1ti(pe�erjaan 
konstruksi '(f{Mpi{) tetap! tidak . 
mempengar:uhi.wge(l,{uantitasdan. .: 
kualitas voiiiinei'' ke'·aaii ' " .  

Check 

list 

4 

· : . : · -  .. ·· .\:-: 

Skor 

5 

1 ·  

2  

Pemberian 
An ka 

6 

Nilai 

7 2x6 

Ket 

8 

Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Konstruksi 

KOPPERANGKATDAERAH 
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN KONSTRUKSI 

Unit Kerja 

Nama Perusahaan 
Alamat 
Perusahaan 
Paket Pekerjaan 

Lokasi 
Pekerjaan 
Nilai Kontrak 
Nomor 
Kontrak 
Masa 
Pelaksanaan 
Kontrak 

Aspek 
Kin a 

1 

Kuantitas 
dan 
Kualitas 

Bobot 
2 

30% 

Uraian Indikator Kinerja 
3 

> 50%·hasil pekerjaanmemerlukan .· 
perbaikah/penggantian agar sesuai 
den an.ketentuan-dalam kontrak 
Ketersediaan material dan tenaga 
kerja yang ticlak'�su�· dengan · . 
rencana mutu pekerjaan konstruksi 
(RMPK)' yang met,iipenganihitafget . 
kuantitas dan kualiti:(s volume ·.' ' ' •. eke ·afui ;· ·,/: ·:r· :.· ·.· ··· .: · 

s 50% hasilpekerjaan memerlukan 
perbaikan/ penggantian agar sesuai 
den an ketentuan dalamkontrak. 
Ketersediaan material dan tenaga 
kerja yang tidak sesuai dengan · 
rencana mutu pekerjaan konstruksi 
(RMPK). tetapi · tidak mempengaruhi 
target kuantitas dan kualitas volume 

eke ·aan 
Melaksanakan sebagian dari uji. 
fungsi/u]! laboratorium/uji teknis dari 
yang tertera pada kontrak dengan · 
hasil sesuai.den an s stfikasi teknis 

Men�n�� t�!i��i:�erj�, material, 
dan/atau pe:riii.lalaritidak:�Sti,ai. . 
dengan ren�a)jn1ti(pe�erjaan 
konstruksi '(f{Mpi{) tetap! tidak . 
mempengar:uhi.wge(l,{uantitasdan. .: 
kualitas voiiiinei'' ke'·aaii ' ". 

Check 
list 

4 

·:.:·- .. ·· .\:-: 

Skor 
5 

1· 

2 

Pemberian 
An ka 

6 

Nilai 
7 2x6 

Ket 

8 
e 

. r . 
MelakSli¢akal): �bagi�:'d:an,.uji\:; , ... 
fuiigsi/iiji l�boratorium/uJi teknis dim 

. yang t(!rteri.r:· pada korit.r:ak:'.qei:i:gapc: : ( .. 
hasil tidak.sesuai s . 'sutkasite)mis: . 

. MeriggiJn� "tehaga:kerj� material; · 
· d�/��\i··p��sitjui �gak �e-�uai> ... : · · 
dengan'·rericima:mutu::.pekerjaan ' .·· · 

;�J�H�, . 

. r 

P�111ah diberi tegu�/ peringatan ·. · 
tertulis'darj·:fej�l)��;p�n�a�tapgan: 
Kontrak dan/ at4t.1 Per>;gawas s<:!\)anyak 
1 kali dan ditincfaklait"uti 



Aspek 
Kinerja 

1 

Bia ya 

Bobot 

2 

20% 

Uraian Indikator Kinerja 

3 

.•. 1QQ% hasil.pekerjaan sesuai dengan 
ketentuan dalam kontrak. ' 

. · Ketersediru:m materia! dan tenaga 
· 'kerja y�g sesuai dengaji rencana 
·• nnitu· .··. eke' '·a.ari.':kohstruksi RMPK 

Telah melakukan pengeridalian biaya 
dengan baik dengan .. . .  .  •. 

"menginformasikan sejak awal atas 
. kondisi Yl.illg. berpotensi .menambah · · 
biaya dan perubahan kontrak yang 
diajukan su�ah didasari dengan 

. alasanyang dapat . • 

.•. dipertariggungjawahkan�' sehingga 
; enambahan bia a da at diantisii asi. 

l[���ffl��i 
·tRMPKi yaxii'memnengaruhlmasa · · 
' cl.ak�� ' eke' ;:a.an lfonsfruksi 

Check 
list 

4 

Skor 

5 

3 

Pemberian 

6 

Nilai 

7 2x6 

Ket 

8 

Aspek 
Kinerja 

1 

Bia ya 

Bobot 
2 

20% 

Uraian Indikator Kinerja 
3 

.•. 1QQ% hasil.pekerjaan sesuai dengan 
ketentuan dalam kontrak. ' 

. · Ketersediru:m materia! dan tenaga 
· 'kerja y�g sesuai dengaji rencana 
·• nnitu· .··. eke' '·a.ari.':kohstruksi RMPK 

Telah melakukan pengeridalian biaya 
dengan baik dengan .. .. . •. 

"menginformasikan sejak awal atas 
. kondisi Yl.illg. berpotensi .menambah · · 
biaya dan perubahan kontrak yang 
diajukan su�ah didasari dengan 

. alasanyang dapat . • 

.•. dipertariggungjawahkan�' sehingga 
; enambahan bia a da at diantisii asi. 

l[���ffl��i 
·tRMPKi yaxii'memnengaruhlmasa · · 
' cl.ak�� ' eke' ;:a.an lfonsfruksi 

Check 
list 

4 

Skor 
5 

3 

Pemberian 

6 

Nilai 
7 2x6 

Ket 
8 

Melak�al¢rt 'uji f�ng�i/ ujj�- . - .. - .. -s 

laQoratorium/uji tekilis'-:'sesuai dengan 
kontrak · \:, ''·' ·.-. ' ,;_r_: ,:r, 

:��:a�a:;��t��:�t�trr. · 
. rencana nii:(tu ·pekerjaaii-ko:hstruksi/ .. 
.: RMPK\: ·/·. .,i .} .. >'o. ·;.<.: .: >,.: : • 
: Tidak menginformasikan' sejgk awal, _> . 
· '. atas. ko�cli�ifkejadiafi ·y�g .berpo:tensi • 
m.e�aml>ah''biay?, dan II1¢ng#jtika:I): ·· · · 

'.perub�aii·kcnitrak'yang akan ,-. ' 
berdampak.pada penambahan total 
biaya tanpaalasan yang'.rp,emaciiii 

'. sehingga ditelak oleh. Pej.abaf' 
Penandatan . an.Kontrak · .• . . . . . 
Tidak menginformasikan, sejak awal .•. · . c,·. . 

.: atas' ,kd�di�i/�e]adian yang ··berpti�en�i, ' · .. 
menambah'biai a ' 

· Mengajukan perubahan-kontrak yang · 
akan berdampak pada penarµbaha.r,. '. , 

. total'biaya tanpa alasan 'yang . .' t .•'''.'·· 

-', memadai -sehingga ditolak .oleh P�jab�t · 
. Penandatan an Kontrak' . . . .. . 

'. P�nyel�sai�:if pekerjaan J!rlajrib�r ·. :.'. .. .. 
ffylelebi}i:i''SQ:•.(lima:puftih)';hatji,k��trder : . 

. ;:·.����W!ti�l!K�t>���il:::·:::•,_:·�- 
,Terqapat keter1�1;>�:tari:,pek¢rjaaji ;._: · . 

. yang tidak sesual 'd��ga:tj jacJ.wal;'.P,ad� 

'�l!i!it 

1 

2 



Aspek 
Kinerja 

1 

Bobot Uraian Indikator Kinerja 

2 3 

Periyele�aii pikerjarutterfambat '.' 
sam,paidengan '50 (lima puluh} hari 
kalender dari waktuyang ditetapkan 
dalam kontrak karena kesalahan - - 
Penyedia, - \ -. -· -• 
ter4�P�(lcet�rl���t� p�erja�· i '. _ - 
yarig tidi1ksesuai derigan jadwal p�da 
reneana mutu peketjaan konstruk�i - 
(�MJ>:K) .tetapi tiq� mempengaruhi 
masa pelaksanaan :·pek�rjaari 
konstruksi, . . · - _  - . - ·  ,  .  ,  --- 

Check 

list 

4 

>> '•'; 

. .  

--_- - - :_, 

: _ . ,->  ,.,y-.;-,, 

Skor 

5 

Pemberian 
- - 

6 

liilai 

712x6) 

Ket 

8 

2 

.. 

--- 

-. 

Men,gajuka# petjlbefian: kesempatan 
karena alasan tekriis/ sosial dan • - . 
m,eriyel¢saikan sebelum batas akhir .' 
pemberian kesempatan > - -- • _- 

Meriyfili�' re}icap� p�meriksaruf­ 
dan)p,enguji� Hnsp�ction and te_st "­ 
plan) tidak sesuai <i�ngan jadw� p�da - 
rencanamutu pekerjaan konstruksi 
. .  O�MPK)tetapi ti��;jne�pe11garuh_ti 
inaSl;l.pel��aan peketjaan - - 

. koristruksi i '- ), ',:. - ' 

Waktu 30% 

Meny:ediakah tenaga.kerja, material 
dan/at�u peralatan.dalam work - 

inetfyicfstatf:rneri:t tid�k ses11ai: d�q�an -_ - 
:· Ji:td.w.al J:>�da;ren;�aria, nill tu.peke'rjaan 
lcon�tiuksi (RMP!() J�tapi ti<;lak - - ._ 
meriipengaruhi masa pelaksanaan ·- __ 
pekenaan: konstruksi. 
Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan . _ _  
waktu· .• yang'tiitetapkatl''�alajrt ki>ntrak·-.,· 
ataudebih c¢pa(�suaiclerigari ;\_•••' - - - :  
kebutuhan Pejabat'Penru:idatangan - 
Kontrak - - · - -,-. 

M�n,yele�� pekerja!:lP sesuai.. 
clengap ja,dw:al p�q�)·�p:Cail� mutu. 

bekena1ih 1:k:oristtuk�i - c:RMPKl ' :  ·  ·>> r 

Tid�:111engajukf#ljreip.berian i 
kesempatan kareriaalasan_ .tekriis/sosiaJ',- ' { '  :;;,,- · - - - - :, ' 

.  ¥.er(yecl�_-r¢tj,difla ptrn���­ 
d¥;:pengµj� · (inspe�ri and Je�: 
plarif se�uai dengatfJadwal 'pada - -_ - 
rencana mutu p¢kerjaari konstruksi (RMrKl _. - -- - - -- - - -- - - - - 

-'Mehyecliakaji teB,ag�kerja, ,:fuatenal ,­ 
q,an:Z,ata,µ p�,:al9:-t�jda1;pn·w�,;/(:- ·. _ _  i; 
method statement �.suai dengan 
jadvial pada rencan� mutu pekerjaan 
konstruksi (RMPK\ '. - .- - 

, - - -  

-: . 

::, 

3 

Penyedia lambat memberi tanggapan 
positif atas permintaan Pejabat ' 
Penandatangan Kontrak dart .sulit 
diajak berdiskusi dalam penyelesaian 
nelaksanaan pekeriaan. 
Melaksanakan SQsiali�� kepada - 
masyarakat setelah nekeriaan berialan 
Menyediakan sebagtan dari buku 
direksi, buku tamu, buku penerimaan 
bahan dan tenaza keria 

1 

Menyedjaka,h. sebagian darilaporan 
harian, mirl.�srua,i:l dan l;>ulanan · 
Menyediakan _ se}?�gi,andari Iaporan 
pelaksanaari keselani:atan sesuai - - 
dengan {encan� lce��larnatan: 
konstruksi fRKKl ::' : -  :  

Aspek 
Kinerja 

1 

Bobot Uraian Indikator Kinerja 
2 3 

Periyele�aii pikerjarutterfambat '.' 
sam,paidengan '50 (lima puluh} hari 
kalender dari waktuyang ditetapkan 
dalam kontrak karena kesalahan - - 
Penyedia, - \ -. -· -• 
ter4�P�(lcet�rl���t� p�erja�· i '. _ - 
yarig tidi1ksesuai derigan jadwal p�da 
reneana mutu peketjaan konstruk�i - 
(�MJ>:K) .tetapi tiq� mempengaruhi 
masa pelaksanaan :·pek�rjaari 
konstruksi, . . · -_ -.-· , . , --- 

Check 
list 

4 >> '•'; 
.. 

--_- - - :_, 

:_.,-> ,.,y-.;-,, 

Skor 
5 

Pemberian - - 
6 

liilai 
712x6) 

Ket 
8 

2 

.. 
--- 

-. 

Men,gajuka# petjlbefian: kesempatan 
karena alasan tekriis/ sosial dan • - . 
m,eriyel¢saikan sebelum batas akhir .' 
pemberian kesempatan > - -- • _- 
Meriyfili�' re}icap� p�meriksaruf­ 
dan)p,enguji� Hnsp�ction and te_st "­ 
plan) tidak sesuai <i�ngan jadw� p�da - 
rencanamutu pekerjaan konstruksi 

.. O�MPK)tetapi ti��;jne�pe11garuh_ti 
inaSl;l.pel��aan peketjaan - - 

. koristruksi i '- ), ',:. - ' 

Waktu 30% 

Meny:ediakah tenaga.kerja, material 
dan/at�u peralatan.dalam work - 
inetfyicfstatf:rneri:t tid�k ses11ai: d�q�an -_ - 

:· Ji:td.w.al J:>�da;ren;�aria, nill tu.peke'rjaan 
lcon�tiuksi (RMP!() J�tapi ti<;lak - - ._ 
meriipengaruhi masa pelaksanaan ·- __ 
pekenaan: konstruksi. 
Penyelesaian pekerjaan sesuai dengan . __ 
waktu· .• yang'tiitetapkatl''�alajrt ki>ntrak·-.,· 
ataudebih c¢pa(�suaiclerigari ;\_•••' - --: 
kebutuhan Pejabat'Penru:idatangan - 
Kontrak - - · - -,-. 

M�n,yele�� pekerja!:lP sesuai.. 
clengap ja,dw:al p�q�)·�p:Cail� mutu. 
bekena1ih 1

:k:oristtuk�i - c:RMPKl ': · ·>> r 
Tid�:111engajukf#ljreip.berian i 
kesempatan kareriaalasan_ 

.tekriis/sosiaJ',- '{' :;;,,-·----:, ' 

. ¥.er(yecl�_-r¢tj,difla ptrn���­ 
d¥;:pengµj� · (inspe�ri and Je�: 
plarif se�uai dengatfJadwal 'pada - -_ - 
rencana mutu p¢kerjaari konstruksi 
(RMrKl _. - -- - - -- - - -- - - - - 

-'Mehyecliakaji teB,ag�kerja, ,:fuatenal ,­ 
q,an:Z,ata,µ p�,:al9:-t�jda1;pn·w�,;/(:- ·. __ i; 
method statement �.suai dengan 
jadvial pada rencan� mutu pekerjaan 
konstruksi (RMPK\ '. - .- - 

, --- 
-: . 

::, 

3 

Penyedia lambat memberi tanggapan 
positif atas permintaan Pejabat ' 
Penandatangan Kontrak dart .sulit 
diajak berdiskusi dalam penyelesaian 
nelaksanaan pekeriaan. 
Melaksanakan SQsiali�� kepada - 
masyarakat setelah nekeriaan berialan 
Menyediakan sebagtan dari buku 
direksi, buku tamu, buku penerimaan 
bahan dan tenaza keria 

1 

Menyedjaka,h. sebagian darilaporan 
harian, mirl.�srua,i:l dan l;>ulanan · 
Menyediakan _ se}?�gi,andari Iaporan 
pelaksanaari keselani:atan sesuai - - 
dengan {encan� lce��larnatan: 
konstruksi fRKKl ::' :- : 



Aspek 
Kinerja 

1 

Bobot Uraian Indikator Kinerja 

2 3 

Check 

list 

4 

Skor 

s 

Pem.berian 

6 

Nilai 

7 2x6 

Ket 

8 

Layanan 20% Menyediakan sebagian dari laporan 
pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan sesuai .dengan rencana 
kerja pengelolaan dan peniantauan 
lin · n an hidu RKPPL 

M_enyediruolll Jap*ritp: pelaksaiJaan .' .• 
kesel�at� .kort�truk�jse�uai dengan · .. 

·,r.f.i>-G"im�'k¢���'· . .:k�n�t;niit,sif: RK. . 

�¢;t1i¢d!13k#l�P(?�'pel��an.a4P, :/.· . . 
p�:q.gele>Ja.at,t d$ veIIJllllµlU�'.��pai •. .· 
de11g'¢r:rericaria �erja pengelolaari dan 
pemantauan lingkungar; hid up .· ·, . 

. · RKPPL, :'."karena diminta' . 

Meri¥edi� ?-��idirelisi{ bµlajt, .. _ 
tafu.ii� buku peneruriaan bahan clfu,i ten '''a ke la .; ' 'C . .  S•< . .  .  .  •  ·  . •  �C 

Menyediakan sebagian dari 
em ataanizin ke · a work . 

M�11yediakari lapo� pelaksanaan 
keselan:l,atan konstruksi- sesuai dengan 
reiiclma keselam�tari konstruksi;lfil{K) - · 
k.�etradi.minta · ·C : ·  < · ::·. 

Meriyediakan sebagian dari laporan 
pelaksanaan manajemen lalu lintas , 
pekerjaan sesuai dengan rencana 
kerja manajemen lalu lintas pekerjaan 
RMLLP . 

��I.lied�akah lap,oran pelak�aap.. . 
nmi:ia.jetJle� lfilu Iintas pekerjaan . 
s�su.�·ctengan]·cijcap,akeija :: . .  ,, . 
trianfujemen lalµ l:mtas pekerjaan" . 
RMCLP karena djn)irita · 

Menye(iiak:an, buku direksi1'buku 
tam:u�Jmku penerimaan bahan dan .. 
ten·: : a'ke 'a kareriadiminta . 
·.Menyecij�lapotan harian; 
niiriggQJfu dart'.'buiananika:femi 
diminta.{ . : . 

Penyeclµi rriudali'clip:ubungi dan ° · 

berdiskµsidalam,pen.yelesaian . .  

t�mir�1�,j,,, 

· ¥,�r��P�P'J���t��r. g·�I1$�;::: \}.:.· 
p�nyelesruan sesua; dengana.yllllgt .· 
diminta' .,_. 

1•�1itrltr··''':--·· st., ,,,-_,·-·:·-:·: •• 

l__����--L-��--'--=:===c::,.::;;....:.=�"'--"' 

Aspek 
Kinerja 

1 

Bobot Uraian Indikator Kinerja 
2 3 

Check 
list 

4 

Skor 
s 

Pem.berian 

6 

Nilai 
7 2x6 

Ket 
8 

Layanan 20% Menyediakan sebagian dari laporan 
pelaksanaan pengelolaan dan 
pemantauan sesuai .dengan rencana 
kerja pengelolaan dan peniantauan 
lin · n an hidu RKPPL 

M_enyediruolll Jap*ritp: pelaksaiJaan .' .• 
kesel�at� .kort�truk�jse�uai dengan · .. 

·,r.f.i>-G"im�'k¢���'· . .:k�n�t;niit,sif: RK. . 

�¢;t1i¢d!13k#l�P(?�'pel��an.a4P, :/.· . . 
p�:q.gele>Ja.at,t d$ veIIJllllµlU�'.��pai •. .· 
de11g'¢r:rericaria �erja pengelolaari dan 
pemantauan lingkungar; hid up .· ·, . 

. · RKPPL, :'."karena diminta' . 

Meri¥edi� ?-��idirelisi{ bµlajt, .. _ 
tafu.ii� buku peneruriaan bahan clfu,i 
ten '''a ke la .; ' 'C .. S•< .. . . • · .• �C 

Menyediakan sebagian dari 
em ataanizin ke · a work . 

M�11yediakari lapo� pelaksanaan 
keselan:l,atan konstruksi- sesuai dengan 
reiiclma keselam�tari konstruksi;lfil{K) - · 
k.�etradi.minta ··C:· < · ::·. 

Meriyediakan sebagian dari laporan 
pelaksanaan manajemen lalu lintas , 
pekerjaan sesuai dengan rencana 
kerja manajemen lalu lintas pekerjaan 
RMLLP . 

��I.lied�akah lap,oran pelak�aap.. . 
nmi:ia.jetJle� lfilu Iintas pekerjaan . 
s�su.�·ctengan]·cijcap,akeija :: .. ,, . 
trianfujemen lalµ l:mtas pekerjaan" . 
RMCLP karena djn)irita · 

Menye(iiak:an, buku direksi1'buku 
tam:u�Jmku penerimaan bahan dan .. 
ten·:: a'ke 'a kareriadiminta . 

·.Menyecij�lapotan harian; 
niiriggQJfu dart'.'buiananika:femi 
diminta.{ . : . 

Penyeclµi rriudali'clip:ubungi dan ° · 
berdiskµsidalam,pen.yelesaian .. t�mir�1�,j,,, 

· ¥,�r��P�P'J���t��r. g·�I1$�;::: \}.:.· 
p�nyelesruan sesua; dengana.yllllgt .· 
diminta' .,_. 

1•�1itrltr··''':--·· st., ,,,-_,·-·:·-:·: •• 

l__����--L-��--'--=:===c::,.::;;....:.=�"'--"' 

r 

"7 r 

-��Of�q� :p.��yata� izit:} !t�rj� . 
wor(c e'" · · lrnfena:di_niin_ta : . 

1��-,l�;: 



Aspek 
Kine a 

1 

Catatan: 

Bobot 

2 

Uraian Indikator Kin.erja 

3 

Meny:¢dialran ,pemyaJajui izin kerja . , . 
(iu�rk�Hniq $eguai''�etigan .rencana > 
mutur·ekt ·�·k6n�trutcsr RMP · ··: · 

JUMLAH TOTAL NILAI 

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA 

Check 

list 
Skor 

Pemberian 
Nilai 

7 2x6 

Ket 

8 

Dalam hal terdapat basil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, 
maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah. 

Pejabat Penandatangan Kontrak 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  

(  nama ) 
NIP . 

- Maros, 2023 

PPTK/Tim Teknis 

( nama ) 
NIP . 

Aspek 
Kine a 

1 

Catatan: 

Bobot Uraian Indikator Kinerja 
2 3 

JUMLAH TOTAL NILAI 

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA 

Check 
list Skor Pemberian 

6 

Nilai 
7 2ll6 

Ket 
8 

Dalam hal terdapat basil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, 
maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah. 

Pejabat Penandatangan Kontrak 
................................................ , 

( nama ) 
NIP . 

· Maros, 2023 

PPI'K/Tim Teknis 

( nama ) 
NIP . 

i( 

6 

........................................................... , 



Format Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi 

KOPPERANGKATDAERAH 
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTANSI 

Unit Kerja 

Nama Perusahaan 
Alamat 
Perusahaan 
Paket Pekerjaan 

Lokasi 
Pekerjaan 
Nilai Kontrak 
Nomor 
Kontrak 
Masa 

Pelaksanaan 
Kontrak 

Aspek 
Kine a 

1 

Bobot 

2 

Uraian lnd.ikator Kinerja 

3 

> .soss hasilpekerj�, memerlukan 
perbaikan'/penggantiani�ar: sesuai. 

den an ketentuan dalam ·�<>ritrak 
Keter�ediaanjurrtlap ·ten�a· kerja:'.(ahli . 
dan sub profesional] yang tidak sesua! 
dengan program *1ui� y�g •.•. · - ·.:- ' .; 
mempengaruhi targefkuantitas dan. · . • '  
kualitas; ke iaan · 

·. Pernah dibeii ·tegur�-1/Peiytgat'.a#... , . 
• tertulis.drui Pejabat.Ptniuid�pmgiµi 
Kon,t�sebany�.ikali;dan, . . . .  
c:titwa.�181:ljut( · · • · · · - 

Check 

list 

4 

Skor 

5 

.i 

Pemberian 

An 
6 

Nilai 

7 2x6 

Ket. 

8 

Ketersediaanjumlah tenaga kerja, [ahli 
dan .sub profesional] y�g tidak sesuai 
denganprogram mutu tetapi.tidak · 
mernpengaruh] targetkuantitas dan 
kualitas ' ke . rum ' ' ' 

. s 50%. basil pekerjaan memerlukan 
perbaikan/�nggantian agar sesuai 

• den anketentuan dalam kontrak, 

. M,¢rig&1ft:iaka,n.:�et,i�a,k�rja (�licl,�·.··· ... 
sub pi:ofe�fonal) tjd�;:�st11:ti:dengan .· 
pro�:�utu·yangm:ertrp:�ngarupt'' 
•· target ].wailtita:s dan kualftas · 
,pe�erj�:: z :;: ' ' ' ,' .. : ' ' ' 

30% 

Kuantitas 
dan 
Kualitas 

Pernah diberi tegurau/peringatan 
tertulis dari Pejabat Penandatangan 
Kontrak sebanyak l kali dan 
ditindaklanjut] _ .  -  

2 

Aspek 
Kin a 

1 

Bobot 

2 

Menggunakfln tenagakerja (ahli dan 
sub· profesional] tidak sesuai dengan 
program mutu tetapi tidak 
mempengaruhi targetkuantltas dan 
kualitas pekerjaan · ·· 

UraianlndikatorKinerja 

3 

Skor 

5 

Pemberian 

ka 
6 

Nilai 

7 2x6 

Ket. 

8 

Format Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konsultansi 

KOPPERANGKATDAERAH 
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA JASA KONSULTANSI 

Unit Kerja 

Nama Perusahaan 
Alamat 
Perusahaan 
Paket Pekerjaan 

Lokasi 
Pekerjaan 
Nilai Kontrak 
Nomor 
Kontrak 
Masa 
Pelaksanaan 
Kontrak 

3 4 

Aspek 
Kine a 

1 

Bobot 
2 

Uraian lndikator Kinerja 

, > '50% h:l:tsil pe�erja:ail: memerlukan • 
'petpaikan'/pertgga#tian �ai<sesuai; 
den an ketentuan dWfun koritrak; 

Check 
list Skor 

5 

Pemberian 
An ka 

6 

Nilai 
7 2x6 

Ket. 
8 

Ketersediaan jumlah tenaga kerja:C(a,llli 
dan sub profesfonal) yang tidak' sesua! 

.. den;ganprogi:�Cwµtq y�g :. :', ;···\, 
mempengaruhi targetlql.a,ntfta� dan, 

. kuajitasi eke iaan ,· . ' . 

Ketersediaanjumlah tenaga kerjaIahli 
dan SU b profesional] y�g tidak sesuai 
den,g� program �titµ tetapi tidak .• 
mempengaruhi target kuantitas dan 
kualitas eke iaan . · · 

Ivie.11�:n�.:.teQ�a,k�rja (ajlli. cl,aj c , 

sub pi:ofesfonaJ.) tjd��'ses1l'ai de,n�an · 
pro� Illlltti,yang. nteltlp�ngartipi 
targetk,µ.ahtita:s dan kualitas . ' 
pel{erj�; '.; ;:, ·.,: - . 

. s 50% hasil pekerjaan memerlukan ·. · 
perbaikan/pengganµan.agar 'sesuei. 
de11 an ketentuan dalam kontrak. . 

Pernah, dilletj t�@r®./per.µigatiu.i .. 
t�rtulis dari. Pejabat.Peru,md�JangEµi . 
KontfaK sebanyafc. 2 kali dan. . . . . 
ditip.<iajp�juti �\ · . · . · · . · 

30% 
Kuantitas 
dan 
Kualitas 

Pernah diberi temiran:/ peringatan 
tertulis dari PejabatPenandatangan 

'Kontrak sebanyak 1 kali dan 
·aitmdaklanjhti .. · .. · . . . 

2 

Aspek 
Kin a 

1 

Bobot 
2 

:Menggu.nakan tenaga kerja (ahli dan 
sut>"profesiortal) tidak sesuai dengan 
program mutu tetapi tidak . 
mempengaruhi target kuantitas dan 
kualitas pekerjaan · 

Uralan Indikator Kinerja 
3 

Check 
list 
4 

Skor 
5 

Pemberian 
ka 

6 

Nilai 
7 2x6 

Ket. 
8 

e r 

Check 
list 

4 

ka 



Bia ya 20% 

_·· Mepggiirialfan .teriag� k e rj a ( � . 4 an. .  •  .  
.  �U[! profesional) yang sesua! �ehgati>, . . · . . · · 

'program tn'utµ ; \· ) ,  .• ·} :,, .;':, / \:J \.,}· • . '  :. ':. ·.> 
Tidak mehginfqrma,sik�\sej�aWal . ·  ·  1 · . '­  

•. atas kondisi/keja;dj�·yang'·berpoteusi 
. menambah biayadan, n,iengaju�an': 
perubahan kontr�y�g,akajl .: .•.•. · .<: r·, .1 

.ber<iam:pak p11claJ>eri�hahat1 'total; .' 
' biaya.tanpa �san\yat1g memadai .)' . sehingga:ditolaj{J'.>lt;ll Pejabat ': . ' 
'· Pehandatangiln·iohtrak \ :: ·• · . .. ·. 

Telah weI�uk� :pe�gen<ialian biaya· 
dengan baik dengan > . . . 

. menginformasikan sejak awal.atas 
kondisiyang berpotenaimenambah . 
. biaya clan perubahan kontrak yang 
. diajukan sudah didasari dengan 
alasan yang dapat . . , . . 
dipertanggungjawabkan, sehingga 
penambahan biaya dapat diantisipasi. 

1 

· 2 ·  

3 

Waktu 30% 

Penye!e�ap pekxrja.ari;t¢:rl��a,.f . . . . . -, · .. lJ!elelJihi. qO (lµnatpp:Iu,h) 1h�:�alep.de:r .. C . 
. dtitj w�ttl ,ran� 4it��pl{a.n;d.�aaj ·. ••. . , . . .  ·. 
kon,tt'al(�et:i.a' kesalahati Pertyeclia; • . .  ·  .. . < : ... _., 

.ferdapi:it keterll:lJlib�tari;'pekeijaan : '  . · ,  s  

ya:ng: tici� sesuaiidengan jadwal pada 
::i=i�'ll�J:::1�t:rn�;��!\:i, I -,> ! . :: , . L · · 
•· Meny�diakfulltenag� kefja (alili d�·. ·· 
'sub profesiotihl):dajam reµcana k�r:ja,' •. 

'!�£i�-�iif/· . . .  
:Petiy¢1e�an pek�rj��,te,:fambatJ. ·. .. 

, �paj:d�pgan):5,0. (lirµ� pµlµbJh¥i. -· 
'.kaj�nder (laJ;i��µ: yapg;<iitetap� 

,ci�ani;kof;ttfak ka;repa: �e��ahan \ 
:ptnvedia;;o \ "· i _; : > :, · .  •:. . .. : ; :< , , ..,  

'rerdapat·lce;:terl�batati p,e�eijflar;t, , '  -. ·; .· .r: ··. 

yang:,):idalc sesu¢td�pg�daclwa1 paqa . ' . 
, p��ra,n µiutµ tetap! -ticlak \ .· . . . .  -.· : .: ':  

mevif)ep.giuilliimas.a,pe}ak$anaan,jasa I koriso.ltansi . . .  ·  '  ' . ·  ,  :  .· ... i ' '. ' : :  '  .-: ·. ' ' ' , ,  . .  (  ,; . 

Menyecfiakan:ten�a �erj� (� d� · 
SU b profesicnal]' dal� rencana kerja . . ' 
tidak••sesuai deJ!g'an;jadwal pada i;: .; . . 

'�������j��; 
Peny�it!'saial,l':p�:k¢Jj�;���� · <ien.g� ··• 

.. wa@:� yangtlit�4ipka.n dajruri�oii� 
··•atauJebih�epat sesuaidengan,, .. ' .. , . . 
;  ��%��;1:'Pejab.�t/Pe�:n:��tang.fu.: 

, . .(.  :.\·: 

Aspek 
Kineria 

1 

Bobot 

2 

UraianlnclikatorKinerja 

·., . .  ... : , , ·} ..... 

Check 

list 
Skor 

5 

Pemberian 

Angka 
6 

Nilai 

7f2x6) 

Ket. 

8 3 4 

Bia ya 20% 

·· Mepggiin�teriaga ketja'(�jl� :•• . �ul> profesional) yang sesuai dengati ( >- · .. ··· 
,program tnµtu . /'..) ,/ fr }/. ;/ tt ).(; ;.�., �· •· ,y 
Tidak me,i:1girtfQrm�si_ka,1:1\sejalcaWal' ( ' 

. atas kondisi/keja,di{itryan:g berpotensi .•. · 
.. menambah biaya.dan, mengaJukan·'. ·,. , 
perubahan ,kontr�y�g,akan .· 

.berclampakp!,lda'�n�b�an·ttitru 
'. biayatanpa ��ftt,;yaI1g, lllemadai ·,/ ... 
· sehiilgga:clitoiajfoleli P�jabaL · . 
. Pehandatarie'arFKohtrak ' . . 
, Tidak qiengirifoo¥sikari sejak · awal 

. atas kort4isj/kejadianyihtg:berpotensl · 
mena:hi,oahi.bfava ... · .. · . . .. ·.· .. 

. ·Mengaju�:perubahan kon.trakyarig.' . 
; akan berdatppfik pada pehainballan : . . . 

�!:lit"!:�; ,�r·· .. 
Telah lllell:lkµk� :pengetl(;ialian biaya 
dengan .baik dengan .• . . 

. merigir,lforynasikan sejak awal.atas 
, kondiaiyang berpotensi .. menambah 
biaya clan perubahan kontrak yang 

, diajukan sudah didasari dengan · alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan, sehingga 
penambahan biava dapat diantisipasi. 

1 

··2 

3 

Periye!e�$ p¢k�rj�:J�rl���f · ... ·.··: 
rriele1Jihi.!:>O(lirna'.'p1,1Iiiq) bali·�alep<ier . 

. darj waj{ttl yang <litetap�
0dalaaj ·. c .kQntrak k�ena'k¢salahru;i Perived1a. · . s ··. 

Waktu 30% 

:I�eny�le.saiap pekerj�ahiter�b�t . 
·,.··.�paj:;��l1�8Jl::!?�.(lin1i·1>}ll;u9f 1t� . 

'.kaj,e.nde;rij�:'h'�µ:y�g(l�tetap� 
;,qaj�){onti:-ak kru-epa .l{��alahfill:'., 
.Penyedia, · . . .. . 
'rerdapat ket�rl��atful pe�erjaatl : ·. •· • · .. ·· ·. · i�::��:�r}tlt:r:=adtt��ra : . 
m��perigatulii .mas_a,pelaksanaafrjasa; 

:,kt>nsultansi ,,', . · .. ,' ! · .. �· ,' ;: •· ' .'a' ,· 

Menyediakan ·ten�a kerj1 [ahli d� SU Q profesi<m'alf dalAAJ rencana-kerj� '. '· :r••�tr�J�.� c 

.... ;.;; 

l 

Aspek 
Kineria 

1 

Bobot 
2 

UraianlnclikatorKinetja 
3 

Check 
list 

4 

Skor 
5 

Pemberian 
Ane:ka 

6 

Nilai 
7f2x6) 

Ket. 
8 

Tidak inengiliformasi.kan sejakawal 
atas kortdiij/kejadiari yang. berpotensi 

: mena:tnbalt'.biava · · · ' · 
Mengajukaii 'perubahan' koritrak yang . 
akan berdampak pada peiuuribahan 
total biaya tanpa alasan yang' 
metnadai:,sehingga 9itolak oleh J>ejabat 
Penandatari�an Kop.tfak , ...:·_ · -,.....;..'-·'-"'1�-'--"'--'-'--'-+'-'--"---'-1 

2 

3 

, enye .��. :a,n,. PC. �P�·: . . , . _, , · ..•. ' dengani'.iadwal'balia,,pto�an;i,fmutu ' ' 

Menyediakaitte�a·tq;j� (�,.,d� .. ::1 ' -1' ,;. " 
sub profesion,al). tfall:un ·.n:n.Gat;1a·-ke.1:1a 
:�� :��rs,�:J�«twal)p�1i�)prograrn •. 



Layanan 

Cata tan: 

20% 

Penyedia Iambat rnemberi tanggapan 
positif atas permintaan Pejabat . . 
Penandatangan Kontrak dan sulit · 

, diajak berdiskusi dalam penyelesaian 
elaksanaan eke iaan, · · 

Melaksanakan scsialisasi kepada 
mas arakat setelah 'eke · aan be ·:-a1an 
Menyediakari sebagian.laporan 
pendahuluan, laporan bulanan, 
laporan .triwulan-dan: laporan akhir 

·. Rt�Y#<:l}�:��W�(dip�Q,�gi_d� . i . ;  
berr:hs,lqis,1da).am,,penyel��an ·,· •, , . , · 

:.· elaks4n�� . k� iaan, < •. :. . 

"berdiskusi d�am�penyelesaian ' 
elaksanaan eke iaan. 

·,I'vleia1r�aka11;sosiali�si0kepada.· 
'•mas 'arakat stsufuketentuilli . 

JUMLAH TOTAL NILAI 

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA 

I 

Maros, 2023 

Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, 
maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah. 

Pejabat Penandatangan Kontrak 

( nama ) 
NIP . 

PPTK/Tim Teknis 
. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  

(  nama ) 
NIP . 

Penyedia lambat memberi tanggapan 
positif atas permintaan Pejabat 
Penandatangan Kontrak dan sulit ; 

. diajak berdiskusi dalam penyelesaian 
elaksanaan eke 'iaan. · ' · · 

Melaksanakan _·so'sialtsasi k:epada, 
. mas arakat setelah eke · aan be · alan 

1 

Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, 
maka PEMBERIAN ANGKA menggunakan skor yang terendah. 

JUMLAH TOTAL NILAI 

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA 

Menyediakan sebagian laporan 
pendahuluan, laporan bulanan, 
laporan .triwulandan- laporan akhir 

.. Rf�Y.��}�'.mu�.apc,dib4Q,�gi.d� 
q.e.rp1s,Jqis,1 ,<1wa.1'!tpenye.ie,�arr -. 

, .e.lak�� · .eke •·aan� : ... < . 

\!fjEf��� 
: bercliskµsidajam.J)enyelesaian · · 

1- :. � -1:;ak=;::san ::::·= : · =fl.all ==� ·: .. .;..:e:::,:k:;;e� ·. ·.i; ·aan ::::;.:;:: . ::.,: ':_ · ···;., · .• � · -� i---·c..:: "'•·_..;. ··....:. · .--',- '·....:. · __,.,,.4.:..;...;,:-;,:.�� - .· · 3 · 
,Mel���ari stisi�lf�sike.pada 

·iria ··ar.a.kal sesuai k¢tentufui .. 

20% Layanan 

Catatan: 

Maros, 2023 

Pejabat Penandatangan Kontrak PPTK/Tim Teknis 
.............................................. , 

( nama ) 
NIP . 

( nama ) 
NIP . 

. r: 

r: 

. r . . , 



Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Barang 

- � 

KOP PERANGKAT DAERAH 
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAl'f BARANG 

Unit Kerja 

Nama Perusahaan 
Alam at 
Perusahaan 
Paket Pekerjaan 

Lokasi 
Pekerjaan 
Nilai Kontrak 
Nomor 
Kontrak 
Masa 
Pelaksanaan 
Kontrak 

Aspek 
Kin a 

1 

Kuantitas 
dan 
Kualitas 

Bia ya 

Bobot 

2 

30% 

20% 

Uraian lnclikator Kinerja 

3 

> SO%.hiisil pekerjaan.memerlukan. 
pe:rbaikan/penggajltian agar.sesuai : 
den ari' ketentuansdalarri' kontrak. ' i ,' 

Merkdan type .barang tidak sesuai 
'dh1gfui konbiak'' . , ... : ,  .  -. , . ,, 
s 50% hasil pekerjaanmemerlukan 
perbaikan I penggantian agar: sesuai 
den an ketentuan dalam kontrak. 
Spesifikasi Barang Tidak Sesuai tetapi 
tidak mempengaruhi target kuantita:s 
dan kualitas:pekerjaan. . 
Merk dan type barang tidak sesuai 
dengan kontrak tetapitidak 
mempengaruhi tujuan -dan fungsi 
barang · · 

Ti�ak men�fornw.sil<lln sejak awal.; · · 
atas k6Iidisif kej�d:µlri yapg berpotensi 

�t�:z-�itJJt;;:�u�1F : . 
lief pan;ipak pa:ct.aJ>.�µAAtp.�1111 tQt.� '. 
bil:iy� t�p�Jµa� Y,ap,g, ��piadai. 
�ebµlgga-1ittjl�;ale� fejal>at · 
Penandatan an Kontrak ,; .· \ 
Ticiak:fo�ngi:rifonriasikati �jfik awal . .  ·. '; 
atas·,kdndisi/k'ejadi�:,yi:irtg •l;)erpotensi. 

Check 

list 

4 

Skor 

s 

. :  .. 1 

2 

. . 1 

Pemberian 

An ka 

6 

Nilai 

7 2x6 

Ket 

8 

Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Barang 

- � 

KOP PERANGKAT DAERAH 
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN BARANG 

Unit Kerja 

Nama Perusahaan 
Alamat 
Perusahaan 
Paket Pekerjaan 

Lokasi 
Pekerjaan 
Nilai Kontrak 
Nomor 
Kontrak 
Masa 
Pelaksanaan 
Kontrak 

Aspek 
Kin a 

1 

Kuantitas 
dan 
Kualitas 

Bia ya 

Bobot 
2 

30% 

20% 

Uraian lndikator KiDerja 
3 

> 50%,hasil pekerjaan.rnemerlukan. 
perb�an/p�nggaj:ltia:n agarsesuai ,; 

· den ari' keterit1;1an°dal�1fr kontrak.: .: · 
Spesf$.�si �ata#g'dd��<:�esli�y�g ,·,· I 
m�m��g�hft�get:lriiaijtlta:s *1�:' ': 
kUaijtas>pekeija'.an ; · r :· .. ·· 
Merk-dan type barang tidak · sesuai 
dengan �ontfak ':" . .. " . -, . 
s 50% hasi! pekerjaanmemerlukan 
perbalkan/ penggantian agar sesuai 
den an ketentuan dalam kontrak ... 
Spesifikasi · Barang Tidak Sesuai .tetapi 
tidak mempengaruhi target kuantitas 
dan kualitas:pekel)a,an ·. . 
Merk dan type barang tidak sesuai 
dengan kontrak-tetapi 'tidak 
mempengaruhi tujuan -dan fungsi 
baran ·. · · · · 

;ridak men�rormasik� seJilK awal :· . : 
ata,s,kondisi/kej�tlitln Y8P:g berpotensi -�-,�-/ 
�eh!,:,;gga dit9lflk)>le� gejabat .· · · 
Pertandatari' ah Kontra:k ? .· \ 

=-�,��r::.�r�i�:g: · 
t_otal bi�ya:t�p� ataswi.iy�g·. , �· ·. 
memadai sep,ingg�,dito\ak �leh J?ejabat 
Penandatani · an··:Korib;ak '-::i · ··· : ·· ,, :i.· ·· • 

Check 
list 

4 

Skor 
s 

1 

1 

··":!" .. • •. 

···2> 

Pemberian 
An ka 

6 

Nilai 
7 2x6 

Ket 
8 

Spesifikasi Barang. tidiik'sesuai yang · 
'nit;m1><:ng¥Ul\f t�get:kU�tit�s dan 
ku.alitas 'peker:Jaan' ' '' ' ' ' ' ' 

¥i�gaJ_µ�:-t,;¢qi��n)t��trak y�g 
akan berdarrn:>.� p_apa,· pen_a,:i;nbajian .. 

�an���ire� 
. � . . :::· ·'·: ,;,: ' '' 

'';. .r; '-. 

,2 



Aspek 
Kineria 

1 

Bo bot 

2 

Uraian lndikator Kinerja 

3 

Telah melakukan pengendalian biaya 
-dengan baik dengan ,, ,· -_· . ' '  '  .• 
menginformasikarr sejak .awal atas . 
kondisi yang berpotensi. menambah 
biaya dan perubahan -kontrakyang 
diajukan sudah didasari dengan 
alasan yang dapat ' - · ' 
dipertanggungjawabkan, sehingga 
nenambahan biava dapat diantisipasi. 

' ;p�riyeJ¢�� p¢,�¢rjaari}erJa'.µlbat 
tnel,ebihi 50)(li111�ipiiluh) lian 1klender.- 

:��:t�WJltg�t!!i��l>1t��-·.;:.•. 

Check 
list 

4 

Skor 

s 

3 

Pemberian 
- - 

6 

Nilai 

712x6} 

Ket 

8 

Waktu 30% 

Mengajtjkru:i perrlheri�' kesempatan : · · ' · .. -. · 
karena al�ajm t�kriis/��iaj dan << . 1• 

:t:?:��t:l�!���i�s �rr: 1
' ..•. · 

'Pen.y�leswafi p�kerjaruft�rlajn:1;>a( _ .. .. . - . .  
.  sarnpafdengan,50Jlinlapuiuh) hari 

'k�enderdtui .waktu yap:g:dit�tapJ:s:air. 
dalam k6nttak'kateria kesalahan ''pfrivedia: > ' - ' . - . 

Mengajukan'pei:n:beriawkesempatan .·· · ' 
karena atiisfui tekni�/sdsialdah .• . .  ··• . 

. 'rri'e11yeie�kan. �behmi"batas �fr 
•pembei:iarikesempatan ., . . . .  · ;  .  '; 
·Petiyele�aian pek�rja.ail se,�uru:dengaji .· 
waktu yang ditetapkan dalam .kontrak .- · 
atatrlebihicepat �suEµ :�engfil! ,· •·· · · 
i:{ebµttjllai,i gejabit,. Pe�andatangap 
Koritrak ·. _ . . 
·Tidak merigajuk�n pemberian •.. 
kesemp�tan: karena �$all -, :' . .  
teknta/soslal. ,, · · · · 
Penyedialan:1bat memberi tanggapan 
positif atas pennintaan Pejabat . 
Penandatangan Kontrak dan sulit 
diajak berdiskusi dalam penyelesaian 
pelaksanaan nekeriaan. ' 
Tidak melaksanakan alih teknologi 
sesuai.ketentuan ' 

' :  ·' 

2 

3 

1 

Layanan 20% 

Aspek 
Kiueda 

1 

Bo bot 
2 

Uraian lndikator Kiuerja 
3 

Telah melakukan pengendalian biaya 
dengan baik dengan · 
menginformasikarr sejak awal atas . 
kondisi yang berpotensi menambah 
biaya dan perubahan kontrakyang 
diajukan sudah didasari dengan 
alasan yang dapat ·. . . . . . 
dipertanggungjawabkan, sehingga 
penambahan biava dapat diantisipasi. 

Check 
list 

4 

Skor 
5 

3 

Pemberian 

6 

Nilai 
7 (2x61 

Ket 
8 

Waktu 

Layanan 

30% 

20% 

Ptrifete�ijh p¢kerj¥fl:terlruribat ' ' -.- . 
ni�l.ebihi'so;(liiii�i�iiluh) P,ari 4aiender/ >; 
'dan wald:u y�g:flit�tap}<ari· cta1� '. _ , 
korttrak �en.a kesal�an i>envecfui .. :'. 

Peny�le�� pekerj� t�.rlainpa( _, 
. sampai clengan>SO'(lirrlapuiuh) hari 

·k�end.erctiri:,waktu:yru,ig,:dite4:tp1fai1 
dalam k6rittak karena, kesataha.n - · ·- 
J,�r1:vedta: / " ' . .. : 
Mengajukan'pem:beriankesempatan 
karena �san t�l,oiis/�osial iliih •••- ·•·• 

'nieiiyde�kan. �b,ehm{batas akhir. 
pemberian ke�erripatah·. __ .. / . 
·Pe11yelesaian peJ<erjruu1•'.sisuafdengaji 
waktu yang ditetapk€:m dalam .kontrak . 
at��- lebihifepal s,esulµ ,qengWJ, _. , ...• - ' 

- kebµt�lian ,Pejab,;i�. Penand�tarigaji· 
Kontrak . _ _ _ · _ .. 
Tidak mengajukan pemberian 

'kesetnpl;!tari: karena $$ah . :_ :' : 
teknis/sosial ' . . . . ' ,; ... 
Penyedia lambat memberi tanggapan 

.positif atas pennintaan Pejabat - . - . 
Penandatangan Kontrak dan sulit 
diajak berdiskusi dalam penyelesaian 
pelaksanaan nekeriaan. 
Tidak melaksanakan alih teknologi · 
sesuai ketehtuan . . . 

·, 
... .: :- 

. -<. 

-_...';.. 

:l: 

2 

3 

1 

. I 

.·1 



Aspek 
Kine a 

Bo bot UraianlndikatorKinerja 
Check 

list 
Skor 

Pemberian 
Nilai Ket 

Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, 
maka PEMBERIAN ANOKA menggunakan skor yang terendah. 

JUMLAH TOTAL N1LA1 

8 7 2x6 6 5 4 

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA 

3 

Me.1�.�*� �ili ·lefil<>l9� ,kep�da; , 
end user.sesuai ke,tenitian . • . . . 

�:;:���1:!1�;1��1J{,,:······ > ; . ·  ·  
dimirita dan mudah dihu:burigi dan ': .. 
berdiskusi dalam peny¢lesaiah. •.. . 

elaksanaan : ker ·a.an:;;- . '  \ .. ' 

2 1 

Catatan: 

Maros, 2023 

Pejabat Penandatangan Kontrak PPTK/Tim Teknis 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ,  

(  nama ) 
NIP . 

( nama ) 
NIP . 

Aspek 
Kine a 

1 

Bobot Uraian lndikator Kinerja 
2 3 

.Merespon .pe·µp,m�a�Ji,qe*gan , :' ,�\· ' -, 
penyelesaian se�ui&deng� yang··'. 
dimirita dan mudah'dlli\lbungi dan" 
berdiskusidalam peny�lesaiah . 

elaksanaan eJie···a;in;: ······ 
Melaj,{��an atm Je�o19gi ·kepad� · 
end u:Ser.sesuai keteniu'.an . .' 

Check 
list Skor 

5 

3 

Pemberian 

6 

Nilai 
7 2x6 

Ket 
8 

Catatan: 

JUMLAH TOTAL NILAI 

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA 
Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, 
maka PEMBERIAN ANOKA menggunakan skor yang terendah. 

Maros, 2023 

Pejabat Penandatangan Kontrak 

( nama ) 
NIP . 

PPTK/Tim Teknis 
.................................................. , 

( nama ) 
NIP . 

e 3 



Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya 

- 
KOP PERANGKAT DAERAH 

PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN JASA LAINNYA 

Unit Kerja 

Nama Perusahaan 
Alamat 
Perusahaan 
Paket Pekerjaan 

Lokasi 
Pekerjaan 
Nilai Kontrak 
Nomor 
Kontrak 
Masa 
Pelaksanaan 
Kontrak 

Aspek 
Kineria 

1 

Bobot 

2 

Uraian Indikator Kinerja 

3 

> 50% ha:sifpekerjaar(metnefrlukar,; 
perbaikan/penggan.ti� agar:-isesuaj . • 

· dengan ketentuan dala;ril kon:tra;k. - · 
Ketersediaan terl�a �erja: yang tidak 
sesuai d�n:gan k?)ltr�tl(ywig,\ _ </ . - 

:'.mei;ri.peng#ruhi' fiµ'getJruantita.s ci�'.. 
kualitas vpl'Qme pekerjaan · - ' 

Check 

list 

4 

Skor 

5 

Pemberian 
Ana:ka 

6 

Nilai 

7 C2x6l 

Ket 

8 

Kuantitas 
dan 
Kualitas 

30% 

Me�sari.tik$ seba�:datfuji _ . .  . : · : _ i · · '  -  
ftingsijujilaboratori11tj:t/uji teknisdar! -- ,­ 

\y_arig tertera pa:4�,kontr� cl�µga1(: 
-_. hasil tidhli}�suaj "spesiitki:tsitekriis. 
. Pernah di�eri tegriran/perirt&atan >· . 
-  tertµlis cfati Pejapatf>��andatariganO .- 

_- Koriq,ak sel>at1yak 2 kali dan, ·' 
· ditin��juti: ,( · \(, _ - •.•. '. s. 

s - 50% hasil pekerjaan memerlukan 
perbaikan/pe.nggantian_ agar. sesuai 
.dengan ke(enttian dalam kontrak . .  
Ketersediaan tenaga kerja yang tidak 
ses:uai. dengan kontrak:tetapl tidak 

.mempengaruhitarget lruantitas dan 
kualitas volume 'pekerjaan 
Melaksanakan sebagian dari uji , , - 
fungsi/uji fa.boratorium/uji teknis dari 

. yang•terter;a:pada kofi¥ .dengan 
hasilsesuai dengan spesifikasi teknis 

. Petnah dib�tj tegµ.ran/ peringatan _ 
- - tertulis dari Pejabat Penandatangan 
Kontrak sebanyak 1 kali 'dan 
ditindaklanju ti 
lOO<li'ohasii::pekeijaan sesuai 'dengan · 
ketenPJ�;_,�alani.:konti'.;m. _ . , < - ---- i'. < _ 

���?r:8¢rI :: . . . .  
-labon1.toritiµi/ ujrtekfii�sesuai dengan . 
ko.#ti;@{ )!)!:'';:,{.CJ )::{ . . ' ; . i:c . 

[£=8tL�:: .. d , t · : l t  .· . .  ·· . .  

1  

2  

1 - ·  .  

Format Penilaian Kinerja Penyedia Pekerjaan Jasa Lainnya 

- KOP PERANGKAT DAERAH 
PENILAIAN KINERJA PENYEDIA PEKERJAAN JASA LAINNYA 

Unit Kerja 

Nama Perusahaan 
Alamat 
Perusahaan 
Paket Pekerjaan 

Lokasi 
Pekerjaan 
Nilai Kontrak 
Nomor 
Kontrak 
Masa 
Pelaksanaan 
Kontrak 

Aspek 
Kineria 

1 

Bobot 
2 

Uraian Indikator Kinerja 
3 

. > 50o/Q ha'.$if peketjaan)nemethika:Q. · '. . 
. perbaikanj" penggantil:)Ji agai::�suaj .. 
'dengan .keterrtuan dal� kon.ti-a;k. > ' ' :/' 

Check 
list 

4 

Skor 
5 

Pemberian 
.Angka 

6 

Nllai 
7 (2x6) 

Ket 
8 

Kuantitas 
dan 
Kualitas 

30% 

'Memksimak� &¢1)agi�·�:darfujf · ',�·· 
fung�i/ uji Ja'boraforilun/ uji iekni� dari 
<v�itte��i.apad�ko11� deµg�} .. · . 

' hasil, tidhl?�su� 'sp�sftika�i-tekrti�- 
Pernah dil>e?Je�ran/i>erirt&a'.tan >> · .. 

<�eitiili$ dari PeJatiat·.p��andaTungari·: .. · ..•. 
1 

•• 

. Ko#tr:ak sebruiy� 2 kfili dan . . 
<1ititi�iiik1anjµti.>:;/ · ·' ·.. . > , . 1s · .. 

s 50% hasil pekeriaan memerlukan 
perbaikanypenggantian, agar sesuai 

.denzan kefontuari: dalarti.kontrak. :,.: ·.' 
Ketersediaan tenaga kerja yang tidak 
ses]J.ai. dengan k<>iitraK;tetapH:iclal( 
mempengaruhitarget kuantitas dan 
kualitas volume 'pekerjaan . 
Melaksanakan sepagi� dari uji .· 
fungsr/ujiIaboratoriumyuji teknis. dari 
ya;ig·terter� pad�koli� dengan 
hasil- sesuai dengan sp'esifikasi 'teknis 
Pernah dib�ri tegµrah/Pefingatan · 
terttilis d.afi Pejabat Penandatangan 
Kontrak sebanyak 1 kali dan 

·:<:litmdaklanjuti ) > · · .: · .·· 

..-.-.· ,,·, 

1 

2 

·.)>:' ,. ? 
'''. 

>fib•······:;-,.,. 0: 

}:, 

.•.• fl.,.··.· :, . ;: 

. .' :_. .: ... 



Aspek 
Kinerja 

1 

Bobot 

2 

Uraian lndikator Kinerja 

3 

Tidak men,g{11fonajlsika,ri>�ejak awal 
atas kondisi/kejatfiari yang berpotensi 
menambah .:t>iaya\Jan mengajukan 
peru bahan koritrfil,( yang akan 
berdampakpada p�riambajlan total 
biaya ta.ripa·$$ii;yarig .rp:einadai . 
sehingga d�tolak i>leh Pejabat . 
Periandataij. a.n·l{ontrak• :.· . 
Tidak mengl#forniasikan sejak awa1 

. atas' kot1disi}kejadian yang· berpotensi . .  
menambah bia a: � . . . ' 

Check 

list 

4 5 

l 

Pemberian 
Nilai 

7 2x6 

Ket 

8 

Skor 

Bia ya 

Waktu 

20% 

30% 

. Me:rigaju� perubahan kontrak yajlg 

= !:;1�::;.t:�tr;;ba111 . 
.rfieina:ctai••sehinggaiditolak bleh Pejabat 
··P�nandat@ an)KQp,trak • • t  ·  ·  ·  

Telah melakukan.jiengendajian biaya 
dengan baik dengan ' ' ' . ' ·.· 
riieriginformasika:tf•sejak awal atas .·, 
kohdisi yang berpotensi menambah 
biaya dan •perubali� kontrak yang 
diajukan sudah didasari dengan 
alasan yang dapat / ' ' ' 
dipertanggungjawibkan,. sehingga. 

enambahan bia: a: da at diantisi asi. 

Penyelesaian pe_k¢rj.�• s��µai dengan 
waktu yang ditetapkah dalimi kontrak ,, ' 
atau lebihcepat sesuai dengan ; ? ... 

kebutuhan PejabaJ)?enandatahgan .. ··• .: Kontrak, · · · ·. · · · · · · ·  . ·  .... . 

3 

Aspek 
Kinerja 

1 

Bobot 
2 

Uraian lndikator Kinerja 
3 

Tidak men,g{11fonajlsika,ri>�ejak awal 
atas kondisi/kejatfiari yang berpotensi 
menambah .:t>iaya\Jan mengajukan 
peru bahan koritrfil,( yang akan 
berdampakpada p�riambajlan total 
biaya ta.ripa·$$ii;yarig .rp:einadai . 
sehingga d�tolak i>leh Pejabat . 
Periandataij. a.n·l{ontrak• :.· . 
Tidak mengl#forniasikan sejak awa1 

. atas' kot1disi}kejadian yang· berpotensi .. 
menambah bia a: � . . . ' 

Check 
list 

4 5 

l 

Pemberian Nilai 
7 2x6 

Ket 
8 

Skor 

Bia ya 

Waktu 

20% 

30% 

. Me:rigaju� perubahan kontrak yajlg = !:;1�::;.t:�tr;;ba111 . 
.rfieina:ctai••sehinggaiditolak bleh Pejabat 

··P�nandat@ an)KQp,trak ••t · · · 
Telah melakukan.jiengendajian biaya 
dengan baik dengan ' ' ' . ' ·.· 
riieriginformasika:tf•sejak awal atas .·, 
kohdisi yang berpotensi menambah 
biaya dan •perubali� kontrak yang 
diajukan sudah didasari dengan 
alasan yang dapat / ' ' ' 
dipertanggungjawibkan,. sehingga. 

enambahan bia: a: da at diantisi asi. 

Penyelesaian pe_k¢rj.�• s��µai dengan 
waktu yang ditetapkah dalimi kontrak ,, ' 
atau lebihcepat sesuai dengan ; ? ... 
kebutuhan PejabaJ)?enandatahgan .. ··• .: 
Kontrak, · · · ·. · · · ···· .· ..... 

3 

6 

l:!���Wl�is1�!t����!�t , · · 
;iie�yele� �t/clum batas-� 

·peinberian kesempatan , "<,, · ' 

3 



Aspek 
Kineria Bobot Uraian lndikator Kinerja Check 

list 
Skor Pemb«:1'ian Nilai Ket 

1 2 3 4 

Penyedialambat memberi tanggapan 
positif atas permintaan Pejabat · 
Penandatangan Kontrak dan sulit 
diaja.k berdiskusi dalam penyelesaian 
nelaksanaan pekeriaan • .  •··. .. 
Melaksanakan sosi.ali�asi kepada ·• . . 
masyarakat setelah pekerjaan berjalan 

5 

1 

6 7 t2x6) 8 

2 

Menyediakan sebagian dari Iaporan 
harian, mingguan dan bulanan 

. :Melaksartfl.ka!n S<)si�sa�ikepacfu}•< : .•• . > . '/, cc 

masyar�tkar�11�jji,tiµrtta' ... > (; _  :  · ,  ,  ,; . .  · ·  

i��;�wang\ ... , ; . . . .  
Penyedia rriudalidihtibungi dan · - 

20% P�!4i�1wsi,d�� �nyelesaillll ;: . <:: 
. pelaj<�aan:·pe�erjii¢i:; - / 

Layanan 

�e�spfoipermili.t��ri dengan . · ..•.. . : • ,:; . . .  

�Ja��-'1t ' ; . t· · ·  
nela.ksanaru;i.·oekerfaah ' i • .,. : , 

Melak�&kan sqsiitli�si kepada ·' 
masy�akat sesuai ketentuan · . .  -:  > 

3 

JUMLAH TOTAL NILAI 

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA 

Catatan: Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, 
ma.ka PEMBERIAN ANGKA mengguna.kan skor yang terendah. 

Maros, 2023 

Pejabat Penandatangan Kontra.k PPTK/Tim Teknis 

( nama ) 
NIP . 

( nama ) 
NIP . 

Aspek 
Kineria Bobot Uraian lndikator Kinerja Check 

list 
Skor Pemb«:1'ian Nilai Ket 

1 2 3 4 
Penyedialambat memberi tanggapan 
positif atas permintaan Pejabat · 
Penandatangan Kontrak dan sulit 
diaja.k berdiskusi dalam penyelesaian 
nelaksanaan pekeriaan •. •··. .. 
Melaksanakan sosi.ali�asi kepada ·• . . 
masyarakat setelah pekerjaan berjalan 

5 

1 

6 7 t2x6) 8 

2 

Menyediakan sebagian dari Iaporan 
harian, mingguan dan bulanan 

. :Melaksartfl.ka!n S<)si�sa�ikepacfu}•< : .••. > . '/, cc 
masyar�tkar�11�jji,tiµrtta' ... > (;_ : ·, , ,; .. ·· 

i��;�wang\ ... , ; .... 
Penyedia rriudalidihtibungi dan · - 

20% P�!4i�1wsi,d�� �nyelesaillll ;: . <:: 
. pelaj<�aan:·pe�erjii¢i:; - / 

Layanan 

�e�spfoipermili.t��ri dengan .· ..•.. .: • ,:; ... �Ja��-'1t ' ; . t··· 
nela.ksanaru;i.·oekerfaah ' i • .,. : , 

Melak�&kan sqsiitli�si kepada ·' 
masy�akat sesuai ketentuan · .. -: > 

3 

JUMLAH TOTAL NILAI 

PREDIKAT KINERJA PENYEDIA 

Catatan: Dalam hal terdapat hasil CHECKLIST pada masing-masing aspek dengan skor yang berbeda, 
ma.ka PEMBERIAN ANGKA mengguna.kan skor yang terendah. 

Maros, 2023 

Pejabat Penandatangan Kontra.k PPTK/Tim Teknis 

( nama ) 
NIP . 

( nama ) 
NIP . 

,':: ,;, ,', 
:·· 

--.: ._:,,-:, ,_,.', /:":,.. .: 

.··-" ,,, __ ; -: 

' ' . ,.. . ,. ' '·' ' ; ' �:t ;�'· < .<i 
Menyedi�Eip'laporanJ�apan,; _ _-. , _- _ ,· 

·min�antd� bulanan�suai dengan ' 
rencanamutu pekerjajn{i, ,_, . - 

................................................................ , 



Contoh Laporan Rekapitulasi dan Inventarisasi Penilaian Kinerja Penyedia 

KOPPERANGKATDAERAH 

Maros, 2023 

Nomor 
Lamp. 

Perihal Laporan Rekapitulasi dan 
Inventarisasi Penilaian Kinerja 
Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Maros 

di - 
Tern pat 

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor . . . . .  Tahun 2023 tentang 
Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dan Hasil Penilaian 
Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak pada 
Perangkat Daerah Kabupaten Maros, maka 
dengan hormat disampaikan Laporan Rekapitulasi dan Inventarisasi Penilaian 
Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa untuk Bulan .. . . . . . . .. . . . . . . . . . Tahun 
2022 (terlampir). 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan 
terima kasih. 

Pengguna Anggaran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  

(  nama ) 
NIP . 

Tembusan Kepada Yth; 
1 .  Inspektorat Daerah Kab. Maros di Maros 
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros 

di Maros 
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros 

4. Arsi ,- 

Contoh Laporan Rekapitulasi dan Inventarisasi Penilaian Kinerja Penyedia 

KOPPERANGKATDAERAH 
Maros, 2023 

Nomor 
Lamp. 
Perihal Laporan Rekapitulasi dan 

Inventarisasi Penilaian Kinerja 
Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Maros 

di - 
Tempat 

Berdasarkan Peraturan Bupati Maros Nomor ..... Tahun 2023 ten tang 
Tata Laksana Penilaian Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi dan Hasil Penilaian 
Kinerja Penyedia Jasa Konstruksi oleh Pejabat Penandatangan Kontrak pada 
Perangkat Daerah Kabupaten Maros, maka 
dengan hormat disampaikan Laporan Rekapitulasi dan Inventarisasi Penilaian 
Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa untuk Bulan . .. . . . .. . . . . .. . . . . . Tahun 
2022 (terlampir). 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan 
terima kasih. 

Pengguna Anggaran 
...................................................... , 

( nama ) 
NIP . 

Tembusan Kepada Yth; 
1. Inspektorat Daerah Kab. Maros di Maros 
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros 

di Maros 
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros 
4. Arsi ,- 

···················································· 

·········································· 
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Contoh Surat Keberatan Penyedia 

KOP PENYEDIA 

Maros, 2023 

Nomor 
Lamp. 
Perihal Keberatan atas Penilaian Kinerja 

Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Maros 

di-  
Tempat 

Berdasarkan Hasil Pengumuman Penilaian Kinerja Penyedia pada 
aplikasi sistem informasi, maka dengan hormat kami dari pihak perusahaan 
menyatakan keberatan atas Hasil Penilaian Kinerja atas nama perusahaan 
kami. Mohon kiranya Bapak Bupati berkenan meninjau kembali hasil 
penilaian tersebut dengan bukti-bukti dokumentasi terlampir. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan 
terima kasih. 

PT./CV , 

( nama ) 
Direktur 

Tembusan Kepada Yth; 
1 .  Inspektorat Daerah Kah. Maros di Maros 
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kah. Maros 

di Maros 
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kah. Maros di Maros 

4. Arsi ,- 

BUPATI MAROS, 

A.�DIRSYAM 

Contoh Surat Keberatan Penyeclia 

KOP PENYEDIA 

Maros, 2023 

Nomor 
Lamp. 
Perihal Keberatan atas Penilaian Kinerja 

Penyedia Pengadaan Barang/ Jasa 

Kepada 
Yth. Bapak Bupati Maros 

di - 
Tern pat 

Berdasarkan Hasil Pengumuman Penilaian Kinerja Penyedia pada 
aplikasi sistem informasi, maka dengan hormat kami dari pihak perusahaan 
menyatakan keberatan atas Hasil Penilaian Kinerja atas nama perusahaan 
kami. Mohon kiranya Bapak Bupati berkenan meninjau kembali hasil 
penilaian tersebut dengan bukti-bukti dokumentasi terlampir. 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaannya diucapkan 
terima kasih. 

Pf./CV , 

( nama ) 
Direktur 

Tembusan Kepada Yth; 
1. Inspektorat Daerah Kah. Maros di Maros 
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan Kab. Maros 

di Maros 
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kab. Maros di Maros 
4. Arsi ,- 

BUPATI MAROS, 
A.�DIRSYAM 


